KE-HUJJAH-AN SADD AL-DHARI’AH

Ulin Na'mah*

Abstrak: Sadd al-dhari'ah adalah suatu upaya untuk
merintangi atau membendung jalan yang dapat meng-
antarkan kepada sesuatu yang dilarang yang mengandung
kerusakan. Dengan kata lain, ia adalah suatu upaya
untuk mengharamkan sesuatu yang pada dasarnya halal,
disebabkan kemungkinan besar dapat menimbulkan per-
buatan yang dilarang (diharamkan) yang mengandung
kerusakan secara pasti. Sehingga, -dalam hal ini- ia termasuk
salah satu metode penetapan hukum syari, terlepas
apakah dapat dijadikan hujjah atau tidak. Akan tetapi,
memang para ulama telah berbeda pendapat mengenai
keabsahannya sebagai hujjah ini. Di antara mereka ada yang
menerima keabsahannya sebagai hujjah dan ada yang tidak
menerimanya. Sedangkan kehujjahan sadd al-dhari’ah ini baru
mempunyai kekuatan hukum tetap, jika telah mendapat
legitimasi dari pemerintah yang sah dengan disertai sanksi-
sanksi pelanggarannya.

Abstract: Sadd al-dhari’ah is an effort of blocking a likely way
that may end up in forbidden and destructive things. In
other words, it is a way to ban something which is basically
aloowed, resulted from its potency of bringing about doing
something absolutely forbidden. Therefore, in this case, it
is considered a method of legislating syar’i law, instead of
whether or not it is used as evidences. Yet, there is divergng
view of Ulama on its validity of using it as hujjah. There are
several Ulama who accept its validity as hujjah and who reject
it. Meanwhile, the validity of sadd al-dhari’ah is considered
valid if it receives a legitimation from the authoritative
government along with its sanctions for who violates.

* STAIN Kediri
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PENDAHULUAN

Berangkat dari ungkapan Yusuf Qardawi, yang mengatakan
bahwa: “Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam membendung
jalan, terkadang dapat menghalangi manusia untuk menikmati
kebaikan yang banyak dan kemaslahatan yang besar”.! Akan
tetapi sebaliknya, akal tidak akan memungkiri bahwa tindakan
membendung jalan itu sebagai tindakan mulia ( p,slI ¢ )
dalam rangka berhati-hati ( bLlui>Y!) agar tidak terjerumus
pada perbuatan yang diharamkan. Namun demikian, memang
tindakan membendung jalan ( 4x; JS.II 2w ) ini dari segi ke-hujjah-
annya sebagai hukum syara’ ( L ! rlS.>7 ¢ ), perlu dilakukan
pembahasan lebih lanjut, karena tindakan ini termasuk tindakan
mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Dalam
hal ini cukup relevan pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Hazm
dan al-Syafi’l, yang mengatakan bahwa :

“penetapan akan hukum sesuatu itu haram atau halal tidak
bisa dilakukan berdasarkan dugaan saja, dan barangsiapa
mengharamkan sesuatu karena dianggap sebagai sarana
(jalan/perantara) yang dapat menjerumuskan kepada per-
buatan yang diharamkan ataupun kerusakan, itu merupakan
tindakan mengharamkan sesuatu berdasarkan dugaan. Se-
dangkan dugaan itu tidak pernah sampai pada kebenaran”.

! Yusuf Qardawi, [jtihad Kontemporer, terj. Abu Barzani, cet. 1 (Surabaya:
Risalah Gusti, 1995), 91. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi saw. berikut ini:
s Sl Bl G5 e o G Sy bl Jol 51 Yoo 035 byt Y ey 336 ggaladt” sy Jyly
lie Lo 3ed e oS Loy ,0lS 3 Al wop> b plyadly 0l 3 A alal L ISI i dgiud oolaa) aabl sy
(‘Abd al-Halim al-Jundi, A%1).” 3l xSk oo dlia w5 3ty oS UI7 :Jsisd Jall oo gy e

mad ibn Hanbal: Imam Ahl as-Sunnah (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.), 262
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Pendapat kedua tokoh tersebut didasarkan pada firman Allah
SWT., surat al-Najm ayat 28:

B Gl 0 ke Y OB

Akan tetapi, cukup validkah untuk menjadikan pendapat

kedua tokoh tersebut sebagai pendapat yang relevan? Berdasarkan

logika di atas, maka untuk mendapatkan keputusan yang valid

mengenai ke-hujjah-an sadd al-dhari’ah ini, penyusun akan mencoba

memberikan pemaparan yang memadai pada point pembahasan
berikut ini.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Sadd adh-Dhari’ah ( dag ,3) 3u)

Sadd al-dhari’ah terdiri dari dua kata s dan s 431, 3 berarti

Ay y>aJI (merintangi atau membendung dan melarang)
dan 4xy,3 berarti 444l (jalan atau sebab yang mendekatkan
kepada yang lain).> Sedangkan menurut ulama wusul, al-dhari’ah
adalah suatu jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu
yang dilarang yang mengandung kerusakan.* Akan tetapi Ibn
Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa pembatasan pengertian
al-dhari’ah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena
ada juga al-dhari’ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan.
Oleh sebab itu, menurutnya, pengertian al-dhari’ah lebih baik
dikemukakan ke dalam pengertian yang bersifat umum, sehingga
al-dhari’ah mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang,

2 Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Figh al-Islami, cet. 1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1986)
I1: 904.

3 Kamil Musa, al-Madkhal ila al-Tashri” al-Islami (Bairut: Mu’assassah ar-
Risalah, 1989), 214.

* Ibid.
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disebut dengan sadd al-dhari’ah ( ix,¥! 3w ) dan yang dituntut
untuk dilaksanakan, disebut fath al-dhari’ah (dag,3! C“& ).> Jadi,
pengertian sadd al-dhari’ah ialah merintangi atau membendung
jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang
yang mengandung kerusakan.

Dalam hal ini, para ulama memang lebih memfokuskan pada
pembahasan mengenai sadd al-dhari’ah dari pada fath al-dhari’ah,
disebabkan -menurut Wahbah al-Zuhaili- apa yang digambarkan
oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah sebagai fath al-dhari’ah tersebut
bukan termasuk ke dalam pembahasan mengenai al-dhari’ah,
tetapi termasuk ke dalam pembahasan mengenai kaidah yang
oleh Jumhur “ulama’ usul al-figh (mayoritas ulama usul figh) disebut
sebagai mugaddimah (pendahuluan) dari suatu pekerjaan. Yaitu
apabila yang dituju adalah suatu yang wajib, maka seluruh upaya
untuk menunaikan yang wajib itu, juga diwajibkan, sesuai dengan
kaidah yang mengatakan:

s 34 4 Y ol 2 Y b
Contohnya, mengerjakan shalat itu adalah wajib. Sedangkan
untuk mengerjakan yang wajib itu harus berwudhu dulu.
Maka berwudhu itu hukumnya wajib, dan karena berwudhu
wajib, maka upaya mencari air untuk berwudhupun juga wajib.
Berwudhu dan mancari air dalam contoh ini -menurut para ahli
usul figh- disebut sebagai hukum pendahuluan kepada yang wajib
(mugaddimah al-wajibah).®

Terhadap hukum mugaddimah seperti itu, para ulama sepakat
untuk menerimanya, tetapi tidak sepakat jika hal tersebut

5 Ibn Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwagqqi’in ‘an Rabb al-'Alamin (Bairat:
Dar al-Jail, 1973), III: 147.
¢ Wahbah al-Zuhaili, Usul, 1I: 874.
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dikategorikan ke dalam kaidah al-dhari’ah. Ulama Malikiyah
dan Hanabilah memasukkannya ke dalam kaidah al-dhari’ah
dan mereka sebut dengan fath al-dhari’ah ( ixy )3.” C:e ). Ulama
Hanafiyah, Shafi’iyah, dan sebagian Malikiyah menyebutnya
sebagai hukum mugaddimah ( L234ll ), tidak termasuk ke dalam
kaidah al-dhari’ah ( 4x ).':JI ). Namun, mereka sepakat menyatakan
bahwa hal tersebut -baik dengan nama fath al-dhari’ah maupun
mugqaddimah- dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum.”
Sehingga, dalam hal ini -karena tidak ditemukan permasalahan
yang signifikan- tidak memerlukan pembahasan yang lebih jauh.
Sebaliknya, sadd al-dhari’ah masih memerlukan pembahasan yang
lebih jauh karena masih terdapat permasalahan yang signifikan,
yaitu: belum adanya kesepakatan para ulama tentang kehujjahan
sadd al-dhari’ah dalam penetapan hukum syara’.

Di antara penerapan sadd al-dhari’ah ini, dapat kita lihat pada
kedua contoh berikut ini:®

1. Diharamkannya zina, karena dapat menyebabkan percampuran
nasab. Dengan kata lain pengharamannya dimaksudkan
untuk menjaga kehormatan, sehingga pacaranpun juga
diharamkan dalam rangka mencegah terjadinya zina.

2. Diharamkannya minum khamr, karena dapat menyebabkan
kemabukan. Dengan kata lain pengharamannya dimaksudkan
untuk menjaga akal, sehingga minum khamr sedikit
-meskipun tidak memabukkan- tetap diharamkan dalam
rangka mencegah kemabukan.

7 Ibid.

® Muhdi Fadillah, al-Ijtihad wa al-Mantiq al-Fighi fi al-Islam, cet.1 (Bairut:
Dar at-Tali’ah,1987), 422.
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Sepintas, berdasarkan kedua contoh di atas, sadd al-dhari’ah
termasuk upaya pencarian ‘illah dan merupakan tindakan
preventif (maslahah).

B. Pembagian Sadd al-Dhari’ah

Pembagian sadd al-dhari’ah ini didasarkan pada pembagian al-
dhari’ah yang dapat menyebabkan kerusakan menurut ash-Shatibi
dalam kitabnya al-Muwaffagat. la membagi al-dhari’ah yang dapat
menyebabkan kerusakan ini menjadi empat bagian, yaitu:’

1. Al-dhari’ah yang dapat menyebabkan kerusakan secara pasti
(Gaksd Bocidl JI oslol ¢ 952 L). Misalnya: membuat sumur di
belakang pintu dalam situasi gelap yang secara pasti akan
mencelakakan orang yang masuk melalui pintu itu dengan
terjatuh ke dalam sumur tersebut, maka hal yang demikian ini
dilarang. Sehingga jika terjadi benar seseorang masuk melalui
pintu itu dan terjatuh masuk ke dalam sumur tersebut, maka
si pembuat sumur itulah yang disalahkan, baik sengaja atau
tanpa sengaja bermaksud untuk mencelakakan orang.

2. Al-dhari’ah yang jarang menyebabkan kerusakan (J] osl] 0,355 b
|)oU 8awill). Misalnya: membuat sumur di suatu tempat yang
secara umum tidak akan mencelakakan seseorang, menjual
makanan yang secara umum tidak membahayakan orang
yang memakannya, dan juga menanam anggur. Ketiganya,
pada dasarnya diizinkan oleh syara’, karena syara’ dalam
menetapkan hukum hanya mempertimbangkan banyaknya
maslahah dari pada kerusakannya, tidak mempertimbangkan
kemungkinan “jarangnya” dapat menyebabkan kerusakan.

® Abu Ishaq ash-Shatibi, al-Muwafaqgat fi Usul al-Shari’ah (Bairut: Dar
al-Ma'rifah, 1973), IV: 358-361.
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Pada dasarnya, tidak ada sesuatupun yang hanya mempunyai
unsur kebaikan semata dan sebaliknya tidak ada sesuatupun
yang hanya mempunyai unsur kejelekan saja, serta tidak
suatu kebaikan yang tidak mempunyai unsur kejelekan.

3. Al-dhari’ah yang kemungkinan besar dapat menyebabkan
kerusakan:

bl Jf oslad] GBI Jo aligy 1,00 1S anidl Jf oslal sl

Misalnya: menjual senjata pada situasi kerusuhan atau
peperangan dan menjual anggur kepada tukang pembuat
Khamr. Pembagian yang ketiga ini didasarkan pada tiga
prinsip, yakni:

a. Dugaan yang kuat dapat dianggap sebagai ilmu
(pengetahuan atau lawan dari ketidaktahuan).

b. Upaya membendungjalan (ix,3! ) adalah upaya dalam
rangka berhati-hati agar tidak terjadi kerusakan. Sedangkan
upaya (berhati-hati) ini dihasilkan dari dugaan yang kuat.

c. Upaya membendung jalan ini ditempuh dalam rangka:

4. Al-dhari’ah yang diduga secara lemah dapat menyebabkan
kerusakan (1,55Yy WY 1,38 sl Jf oslol ()9S5 oof). Misalnya: jual
beli dalam bentuk salam yang mempunyai proses penyelesaian
yang memakan waktu hingga beberapa hari atau bulan dan
bahkan tahun, dianggap dapat menyebabkan perbuatan yang
mengandung riba. Akan tetapi, pandangan seperti itu tidak lebih
merupakan manifestasi rasa khawatir yang terlalu berlebihan.
Dengan kata lain, dasar logikanya terlalu lemah.
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Dengan demikian, berdasarkan pembagian al-dhari’ah yang
dapat menyebabkan kerusakan di atas, sadd al-dhari’ah dapat
diperinci menjadi empat bagian pula, yaitu:

Labd ol Jf oslol geSule 3wy
|00 Bavdll I oslol 9ole v

dl oslad] GBI Je iy 1,00 |88 Badd! Jf oslol oysSile sy
sl

00N WY 1,88 Bawall JI oshol oSl dw ¢

Hingga di sini, maka kita dapat mengetahui bahwa penetapan
hukum itu tidak hanya didasarkan pada “niat” saja, akan tetapi
juga didasarkan pada “akibat” yang akan ditimbulkan.!’ Sehingga
sadd al-dhari’ah ini memang merupakan salah satu metode
pencarian “illah dalam rangka tindakan preventif (maslahah).

C. Keabsahan Sadd al-dhari’ah untuk dijadikan Hujjah se-
bagai Hukum Syara’.

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada
yang menerima keabsahannya sebagai hujjah tersebut; seperti
Malik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim
al-Jauziyah, dan Shi'ah, dan ada juga yang menolak sama sekali
keabsahannya sebagai hujjah; yaitu Ibn Hazm. Di samping itu ada

1 Wahbah, Usul, II: 880.
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juga yang menerima keabsahannya, akan tetapi menolaknya pada
konteks yang lain; yaitu ash-Shafi’i"* dan Abu Hanifah'."®

Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang menerima
sadd al-dhari’ah dalam rangka menunjukkan keabsahannya sebagai
hujjah adalah:*

"' Pada hakekatnya, ash-Shafi'l ini memang menolak konsep sadd al-
dhari’ah ini, misalnya pada kasus aqad jual-beli, ia berpendapat bahwa semua
bentuk agad jual beli itu sah dengan syarat dapat memenuhi rukun dan
syarat jual-beli yang telah digariskan. Sedang niat atau tujuan dan akibatnya
tidak dapat menentukan keabsahan aqad tersebut, kecuali terbukti memang
terdapat niat atau tujuan yang diharamkan melalui suatu garinah yang ada,
(Wahbah, Usul, II: 898).

Penolakannya terhadap kehujjahan sadd al-dhari’ah ini -sebagaimana
dituduhkan oleh Wahbah al-Zuhaili- disebabkan karena ia adalah seorang
yang condong kepada pandangan Zahiri, (Wahbah, Usul, 11:900). Meskipun
pada kenyataannya ia menerima giyas (yang dianggap masih mempunyai
sandaran nas).

12 Sisi Abu Hanifah menolak sadd al-dhati’ah ini -yang pada hakekatnya
tidak menolaknya, akan tetapi disebabkan ia menggunakan konsep lain-
tampak , misalnya pada kasus mengenai jual-beli sesuatu yang belum lunas
(belum dibayar), menurutnya adalah tidak sah. Karena salah satu syarat jual-
beli itu adalah adanya barang milik (hak milik). Sedangkan dalam hal ini, hak
milik tersebut tidak ada. Sehingga jual-beli yang demikian ini tidak sah (tidak
boleh). Adapun jumhur fuqaha’, dalam hal ini, menggunakan konsep sadd
al-dhari’ah tersebut, bahwasannya jual-beli yang demikian tidak sah (tidak
boleh) disebabkan dapat menjerumuskan pada perbuatan riba, (Wahbah, Us
ul, 1I: 893).

1 Wahbah,Usul, II: 888-889. Akan tetapi pada dasarnya ulama
menyepakati keabsahan konsep sadd al-dhari’ah ini, meskipun terjadi
perbedaan dalam penyebutannya ke dalam sebuah bingkai atau nama.
Adapun di antara mereka yang paling banyak menggunakan konsep sadd
al-dhari’ah dalam istinbat hukumnya adalah Malik ibn Anas, Ahmad ibn
Hanbal,dan Abu Hanifah (namun, kwantitas keseringannya masih di bawah
Malik dan Ahmad). Sedangkan yang paling sedikit (jarang) menggunakannya
adalah ash-Shafi'i. Dan yang dimaksud dengan bingkai atau nama yang
berbeda adalah, misalnya giyas dan istihsan, lihat ibid., I1:898.

1 Ibid., II: 889-890.
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1. Dalil- dalil dari al-Qur’an:
a. Surat al-Baqarah, ayat: 104:
Tgmanly U5 Ig)g8g Lisly 19dis™y Tgiol coddilgmily
Adanya larangan penggunaan kata “ Us/,” ini disebabkan

karena kata tersebut digunakan oleh orang-orang Yahudi
untuk mengejek Nabi saw.

b. Surat al-A’raf, ayat: 163:

3l & oany 3]l Bpsla eSS I Ll s HJLAJ
paghs L3S agsBY o gy g L3d pgt pgn pdlins pgs
Oy 1958 L

2. Dalil-dalil dari al-Sunnah:
d}w)u‘b JULWM|L;AJUJU9@|UJL;$UJM‘US—
L obJ) “J.UJ.»YLoJ' J.UJ.’Lo&) r.\.ujuﬁw“f‘aaw‘
(Gl (&
riwﬁq_ciutg.aa:nldij JB i o0 plexdl e—
Ol wlgido Lghny Gm pladl Oly o DI 017 sk
é éj (9 4Dy FRPRY) TJ”";""" e lged L;é’" o9, el u.oﬁlt's
B ol iy ol dg> (2 SIS pladl § ady gl
Syl olyy) oyl Al po Oly oo Wb JSI oS ol 48
(pl
A o A Jgusy cimans B 5 Lad¥l plrsw o olsdll e
Jlolo p3¥1s S G 3017 1B 331y Sl 08 gy plasy 4l
Sl e alby o win Sy s
’ 2‘33‘—934.‘3154:““;“;04:\”&)}»)&)@ 2JL§3J.0.GQ.34CU‘J+EQ.G—
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Berdasarkan hadis-hadis ini, mereka menetapkan bahwa
sesuatu yang meragukan itu diharamkan, karena dapat
menjerumuskan pada sesuatu yang diharamkan. Sehingga
segala sesuatu yang dianggap dapat menjerumuskan pada
sesuatu yang diharamkan, maka dianggap sebagai sesuatu
yang diharamkan pula. Ketetapan ini dilandasi oleh sikap
berhati-hati agar tidak terjerumus pada sesuatu yang
diharamkan.

Sedangkan Ibn Hazm yang menolak keabsahan sadd al-dhari’ah
sebagai hujjah, dalam hal ini ia mempunyai beberapa argumentasi
sebagai berikut:

1. Bahwasannya maksud dari hadis

“ C” O (;IJ_>Ji5 o I Gl bukanlah bahwa sesuatu
yang meragukan (mushtabih) itu haram dan wajib dijauhi atau
ditinggalkan dengan dalih ihtiyat dan agar tidak terjerumus
pada sesuatu yang diharamkan. Akan tetapi, hal itu tidak
sampai bersifat wajib dijauhi, malainkan hanya bersifat
anjuran (yang tidak wajib) untuk menjauhinya saja. Dan
tindakan menjauhinya dianggap sebagai sikap wara’.

> Ibn Hazm, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam (Bairut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, t.t), II: 183-184. Dan yang dimaksud dengan wara’ adalah suatu
perbuatan yang menyebabkan pelakunya mendapatkan pujian dan pahala,
dan sebaliknya bagi yang tidak melakukan perbuatan tersebut tidak akan
mendapatkan celaan dan dosa selama ia benar-benar tidak terjerumus pada
sesuatu yang diharamkan itu meskipun tanpa melakukan tindakan preventif
(d=,3J1 3ow) tersebut, lihat ibid., II: 183.
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Adapun terhadap hadis

”'CJ ...l Py GBI G WI”, ia mengatakan bahwa dalam
sanad hadis tersebut ada salah satu rawi yang majhul yaitu
Mu’awiyah ibn Salih. Sehingga hadis tersebut adalah hadis
mungati’. Di samping itu, hadis tersebut bertentangan dengan
surat al-Nisa’, ayat 82 berikut ini:

maksudnya bahwa pada dasarnya di dalam agama itu hanya
ada satu, tidak ada pertentangan atau perbedaan. Sedangkan
di dalam jiwa manusia itu terdapat beberapa keinginan atau
kecenderungan.'

Bahwa ketetapan hukum berdasarkan sadd al-dhari’ah ini
merupakan ketetapan hukum berdasarkan dugaan (tuduhan)
semata. Sedangkan ketetapan hukum berdasarkan dugaan itu
diharamkan (tidak boleh). Hal ini didasarkan pada beberapa
ayat berikut:"

" gt Lo piiSy gl ubr-@o-
qujbbﬁlu@uv_

d—"J‘ @NY@‘UUULJ|Y|0WJU|‘J$U@M‘:-@JL%—
o P/

-

Sl gy oo pasla sl oY S35 Loy OB Y] Qe o)

16 Ibid., II: 184.

7 1bid., II: 191.

18 Al-Quran, 48: 12.
9 Ibid., 45: 32.

2 Tbid., 53: 28.

2 Ibid., 53: 23.
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Dari ketiga argumentasi di atas, Ibn Hazm memang secara mutlak
menolak keabsahan sadd al-dhari’ah sebagai hujjah, akan tetapi
tetap menerimanya sebagai perbuatan wara’

(841 ). Dengan kata lain, iapun juga mempunyai
kecenderungan untuk melaksanakannya, karena ia sebagai
seorang yang alim. Dan penolakannya terhadap ke-hujjah-an
sadd al-dhari’ah ini -sebagaimana dituduhkan oleh Wahbah al-
Zuhaili- disebabkan karena ia adalah seorang Zahiri.*

Kemudian berdasarkan pemaparan sub pembahasan di atas,
maka penyusun cenderung untuk mengatakan bahwa sadd al-
dhari’ah di samping sebagai p LI ¢ (perbuatan wara’), juga sah
untuk dijadikan hujjah sebagai

e il f&"i o (perbuatan hukum). Akan tetapi, tidak semua
bagian kategorisasi sadd al-dhari’ah di atas sah untuk dijadikan
hujjah sebagai hukum syara’, melainkan hanya sadd al-dhari’ah
yang kemungkinan besar dapat menyebabkan kerusakan
(tidak ada manfaat sama sekali atau hanya ada manfaat yang
kecil) secara pasti ( Luli s~bd ) saja. Sedangkan ke-hujjah-an
sadd al-dhari’ah ini baru mempunyai kekuatan hukum tetap,
jika telah mendapatkan legitimasi dari pemerintah yang sah
dengan disertai sanksi-sanksi pelanggarannya. Adapun bagian
kategorisasi yang selebihnya tidak dapat dijadikan hujjah
sebagai hukum syara’, akan tetapi hanya sampai pada tingkat
perbuatan “wara”™ ( p L, (), karena hanya didasarkan pada
logika yang tidak pasti (lemah atau masih di mungkinkan
terdapat manfaat yang cukup besar).

2 Wahbah, Usiil, IT: 904.
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KESIMPULAN

Dari pemaparan singkat di atas, penyusun dapat mengambil suatu
makna terdalam bahwa sadd al-dhari’ah adalah suatu aktivitas
yang baik dan mulia. Sedangkan untuk menjadikannya (selain
sesuatu atau jalan yang kemungkinan besar dapat menyebabkan
kerusakan secara pasti) sebagai hujjah dalam hukum syara’
adalah suatu aktivitas yang berlebihan. Sehingga hanya cukup
diposisikan sebagai aktivitas wara’saja.
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